
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi 
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 
2017 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata 
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a diatas maka perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Konawe Utara tentang Perubahan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 
Konawe Utara Tahun 2023. 

BUPATI KONAWE UTARA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2023 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA 
NOMOR ;f'o TAHUN 2023 

BUPATI KONAWE UTARA 
PROVINS! SULAWESI TENGGARA 



Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4689); 
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4 700); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

5. Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). 
Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 04, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4817); 

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 
18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan 
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 10); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 
2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 
Rencana Pembangunan J angka Menengah Daerah 
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 1114); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 
2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 1447); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 
2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara 
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten 
Konawe Utara 2012 - 2032; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 
11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 
Konawe Utara 2021 - 2026; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 8 
Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 134); 

15. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 61 Tahun 
2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023 (Berita 
Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 
Nomor 479). 

16. Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2022 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 
2023 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara 
Nomor 516). 



5 Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 
6 Bab VI Penutup. 

(3) Isi uraian dan sistematika Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagaimana 
tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah 
Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah 

3. Bab III 
4 Bab IV 

(2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dengan 
sistematika sebagai berikut: 
1. Bab I Pendahuluan 
2. Bab II Evaluasi Hasil Triwulan Kedua Tahun Berkenaan 

(1) Perubahan RKPD 1n1 menjadi landasan penyusunan Perubahan 
Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara 
untuk menyusun perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja 
Daerah Tahun 2023. 

Pasal 2 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara. 
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara. 
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara. 
6. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat RAPBD adalah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Konawe Utara. 

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD 
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau 
disebut dengan Rencana Pemerintah Tahunan Daerah. 

8. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
disingkat Perubahan RKPD adalah Dokumen Perubahan Perencanaan 
Daerah atau disebut dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah. 

Pasal 1 

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG PERUBAHAN RENCANA 
KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA 

TAHUN 2023 

MEMUTUSKAN : 



BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2023 NOMOR ~& 

M. KASIM PAGALA 

~/ f RUKSAMIN 

Diundangkan di W anggudu 
Pada tanggal, ~ ~t,l~~ 2023 ·l SEKRETARIS DAERAH J 
KABUPATEN KONAWE UTARA,, 

2023 

Q 
Ditetapkan di W anggudu 

1ada 
tanggal, ~ A1v-,s,h§ 

\BUPATI KONAWE UTARA, 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Konawe Utara. 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Dalam hal Perubahan RKPD Tahun 2023 yang ditetapkan sebagaimana yang 
dimaksud dalam Pasal 2 berbeda dengan RKPD Tahun 2023 maka 
digunakan program dan kegiatan hasil Perubahan RKPD Tahun 2023. 

Pasal 3 


